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Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4755) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
133) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009   Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049)  
 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara Penanganan 
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  28  Tahun 2008  Tentang  
Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda   Di Bidang Kepabeanan.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang 
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan 
Perdagangan 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Tempat Penimbunan Berikat 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha 
Pengurusan Jasa Kepabeanan. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 Tentang Registrasi 
Importir. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK 04/2007 Tentang Pemeriksaan  
Pabean Di Bidang Impor sebagaimana diubah dengan 225/Pmk.04/2015 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah 
beberapa   kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
122/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan 
Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai 
Atau Pejabat Bea Dan Cukai 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean 
Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016. 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan Di 
Bidang Kepabeanan. 

 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan 
Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang 
Impor 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara 
Penghapusan Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara 
Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk 
dan/atau Cukai. 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tatacara  
Penagihan Bea masuk dan/atau Cukai 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.04/2015 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK 04/2007 Tentang Pemeriksaan  
Pabean Di Bidang Impor 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor  160/PMK.04/2010 tentang Nilai 
Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  101/PMK.010/2016 tentang Tentang 
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi 
Kepabeanan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 
tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk. 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 tentang Importir 
Jalur Prioritas. 

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor  1/BC/2011 Tentang Tata Cara 
Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan. 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-42/BC/2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan 
Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai. 

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-17/BC/2016 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-
38/BC/2010 Tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 4 tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 08/BC/2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penelitian Ulang. 

  Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 05/Bc/2017 Tentang Tata 
Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 

Keputusan   Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor   105/BC/2014 tentang Visi, 
Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

 

BAHAN DARI INTERNET  

Laws of Malaysia Act 762, Goods and Services Tax Act 2014 diakses dari 
http://www.customs.gov.my/en 

Laws Of Malaysia Reprint Act 235 Customs Act 1967 diakses dari 
http://www.customs.gov.my/en 
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FAQ Kementerian Perdagangan, diperoleh dari http://www. 
kemendag.go.id/id/faq#h-3, diakses pada 24 September 2017 

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, diperoleh dari  dari 
https://kbbi.web.id/utang diakses apda pada 23 November 2017 

Kementerian Keuangan,  Pokok-pokok APBN 2017, diunduh  dari https:// 
www.kemenkeu.go.id/ APBN2017lama  diakses  pada 18 September 2017 
pukul 16.30 

OECD, Tax Administration 2013, diperoleh dari   https://www.keepeek. 
com//Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-
2013_9789264200814-en#page182 diakses pada 9 maret 2018 jam 11.30 

Peran PP-INSW Sesuai Amanat Perpres 76/2014 Dan Paket Kebijakan Ekonomi, 
Bahan Sosialisasi di Hotel Sahid Jakarta, 17 November 2016.  Diakses dari 
https://www.insw.go.id/public/ 

Spicker, Paul. 1988. Principles of Social Welfare An Introduction To Thinking 
About The Welfare State. Available online from: http://www.spicker.uk/ 
books/Paul%20Spicker%20-%20Principles%20of%20 
Social%20Welfare.pdf. diakses pada 1 Desember 2016. 

WCO, The Revised Kyoto Convention, diperoleh dari  
http://www/wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/conventions. pf_ revised_koto_conv.aspx.  Diakses pada 1 Januari 
2018. 

WTO,  The WTO in Brief, dipeoleh  dari   https://www.wto.org/english/ 
thewtoe/whatis _e/ inbiref_e/ inbr00_ e.htm diakses pada 1 Januari 2018.  
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